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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Simpulan  

Hasil Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang di lakukan di 

desa-desa kecamatan pinogaluman Kabupaten Bolaang Mogondow Utara dapat di simpulkan 

sebagai berikut: 

1. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di kecamatan pinogaluman dari aspek 

perencanaan dan pelaksanaan di lihat dari keseluruhan persentase skor capaian untuk 

variabel transparansi sebesar 87.8% dengan total skor sebesar 3850 semua alternatif 

jawaban responden berada pada kaegorti baik dan sangat baik. 

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di kecamatan pinogaluman dari  

pengawasan&pertanggungjawaban  dan pelaksanaan di lihat dari keseluruahaan 

persentase skor capaian untuk variabel akuntabilitas sebesar 90% dengan total skor 

sebesar 3300 semua alternatif jawaban berada pada kategori sangat baik. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut. 

1. Bagi Pemerintah 

a. .Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan 

kebijakan- kebijakan-kebiijakan yang terkait langsung dengan tata cara pengelolaan 

Dana Desa kepada  perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompotensi 

maupun pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan Dana desa sesuai dengan 

undang-undang dan peraturan yang berlaku.. 
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b. Transparansi pengelolaan dana desa di kecamatan pinogaluman masih tergolong baik, 

sehingga ini menjadi suatu acuan bagi pemerintah agar lebih baik lagi dalam 

pengelolaan dana desa lebih kususnya pada pembuatan laporan pertanggungjawaban 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Di harapkan untuk penelitiaan selanjutnya dapat menambahkan sampel penelitian 

sehingga hasil  penelitian lebih menggambrkan akuntabilitas dan transparansi desa 

sehingga penelitian tersbut  dapat di bandingkan dengan penelitian lainnya. 

b. Di harapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengifemtifikasi program-program 

yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. hal tersbut di maksudkan agar 

penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-

program yang direalisasikan di desa. 
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